SALINAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONES
TENTANG
PELINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKT
Nomor : 3/NKB/M.KOP/2025%
Nomor : PERJ.183/KABSS /1V/2025

Pada hari ini1 Selasa tanggal dua puluh sembi @ n April tahun Dua ribu

dua puluh lima (29-04-2025) bertempat di , yang bertanda tangan di

bawah ini:

1. BUDI ARIE : Menteri 'c% Republik Indonesia yang diangkat
SETIADI berdgam putusan Presiden Republik Indonesia Nomor

1387/ P®ahtun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas
a ementerian Koperasi Republik Indonesia, yang
edudukan di Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 3-4 Jakarta

b
&elatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia

2. NUGR! :
SU% BUDI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik

« | Indonesia Nomor 29 /P Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan
Siber dan Sandi Negara, dalam hal in1 berundak untuk dan
atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik
Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor
70, Bojongsari, Depok 16516, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu: Pihak Kedua



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK; dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang
Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut

“Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bag: PIHAK
untuk melakukan kerja sama saling men dalam
meningkatkan kualitas pelindungan informasi d si elektronik.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk merka efektivitas kerja,
pola kerja terpadu, terarah, dan ber

b ngan dalam proses
onik.

a
R GKUP

Ruang lingkup Nota Kesepa n M 'meliputi:
a. pemanfaatan sert% leKtronik untuk meningkatkan keamanan

transaksi elektr

pelindungan informasi dan transaksi e

b. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;

c. peningkatén engembangan sumber daya manusia;
d. penin %pabilitas keamanan siber dan sandji;

e data dan informasi;

qq'-'z

- P
: % si dan literasi keamanan siber; dan
. iatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Kesatu: Pihak Kedua:



(1)

(2)

(4)

(9)

(1)

(2)

-

Pasal 3

PELAKSANAAN
Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian
Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
Perjanjian Kerja Sama mengatur lebih lanjut tentang rincian dan
mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain
yang disepakati PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang berwenang dalam
Perjanjian Kerja Sama.
Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila ja ktu
Nota Kesepahaman ini berakhir.
PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti No haman ini
dengan paling sedikit 1 (satu) Perjanjian Kerja S alam jangka waktu
paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kes& an ini ditandatangani.

Pasal 4
JANGKA 40

Nota Kesepahaman ini berl n jangka waktu S (lima) tahun

terhitung sejak tanggal di& ani dan dapat diperpanjang sesuai

kesepakatan PARA PI
Dalam hal salah sa%a berkeinginan untuk memperpanjang atau

mengakhiri Not& man ini sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud padayayaty(l), pihak tersebut wajib memberitahukan secara

tertulis pthak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
berak a Kesepahaman ini.

% Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segald biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman

ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing

PIHAK.

Pihak Kesatu: Pihak Kedua:



4-

Pasal 6
PERUBAHAN
Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau
pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan
dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA

PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman

ni.

Pasal 7 x
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan eval

rhadap
(satu) kali

dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama mau ri-sendiri.

Pasal 8 0
KORESPOND ) {

(1) Setiap pemberitahuan atau komumikasi%antara PARA PIHAK dapat

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala palin: i
€

disampaikan dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU Q

BIRO HUKUM DA J. AMA

KEMENTERIA SI REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. naSaid, Kav. 3-4 Jakarta Selatan

Telepon : 1500 587

Sure : birohks@kop.go.id
b. DUA

% HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516
Telepon 1 (021) 780 5814
Surel : kerjasama@bssn.go.id
(2) Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut dibentahukan secara tertulis

kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

Pihak Kesatu: . Pihak Kedua:.



{1)

(2)

5.

sebelum berlakunya perubahan lersebul, tanpa perlu melakukan

perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum
Indonesia.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama gsetelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempelé

PIHAK KEDUA pm;?/
ttd, Qct ,

NUGROHO SULISTYO BUDI 8 I Q)IE ARIE SETIADI

Pihak Kesatu: Pihak Kedua:



	MoU Kemenkop -BS dan Sandi Negara.pdf



